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ABSTRAK 

Dalam proses gadai banyak prakteknya salah satu praktek yang terjadi di 

masyarakat yang ada di Desa Mulya Kencana. Adapun yang mereka jadikan 

marhun (barang gadai) adalah tanamannya yaitu salah satunya tanaman singkong. 

Praktik pelaksanaan akad gadai ini diawali dengan adanya perjanjian kedua belah 

pihak yaitu pihak rahin (pemberi gadai) datang kepada pihak murtahin  (penerima 

gadai) untuk meminta ba ntuan pinjaman uang dengan menggadaikan kebun 

singkong yang sedang ia kelola dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini 

nantinya berfungsi sebagai barang jaminan dari tanaman yang ia gadaikan. 

Kemudian pihak si-rahin mensyaratkan kepada pihak si-murtahin, agar 

pemanfaatan dan pengambilan manfaat dari hasil panen diserahkan sepenuhnya 

kepada si-rahin kemudia si-murtahin juga mensyaratkan fee hutang kepada rahin 

sebesar 5% dari jumlah hutang dengan jatuh tempo selama satu tahun .  

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini bagaimana praktik gadai 

kebun singkong yang pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah? Bagaimana tinjauan hukum islam tentang 

praktik gadai kebun singkong yang pembayaranya saat panen di Desa Mulya 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah? Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui praktik gadai kebun singkong yang pembayaranya saat panen di Desa 

Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat? Untuk mengetahui bagaiman tinjauan  hukum islam tentang praktik gadai 

kebun singkong yang pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencana 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sifat 

penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber 

data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, editing, rekonstruksi 

data, dan sistematis data. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu 

kualitatif,menggunakan metode berfikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik gadai kebun singkong yang 

pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah adapun pelaksanaan akad gadai ini diawali dengan adanya perjanjian 

kedua belah pihak yaitu pihak rahin (pemberi gadai) datang kepada pihak 

murtahin  (penerima gadai) untuk meminta bantuan pinjaman uang dengan 

menggadaikan kebun singkong yang sedang ia kelola dengan sertifikat tanah. 

Untuk hukumnya dari pelaksanaan praktik gadai ini disimpulkan belum sesuai. 

Dikarenakan syarat gadai yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya bukti otentik 

yang mengikat akad gadai tersebut, baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi 

dari kedua belah pihak. Selain dari syarat gadai yang belum terpenuhi ada juga 

praktik yang dilarang didalam bermuamalah yaitu riba, dikarenakan dalam 

praktiknya terdapat tambahan keuntungan hutang yang berupa bunga yang 

disyaratkan si-murtahin kepada rahin sebesar 5% dari jumlah hutang dengan jatuh 

tempo selama satu tahun. 
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MOTTO 

 

أَََ ْٔ نىََْذجَِذُ َّٔ ُْرىَُْعَهَٰٗسَفشٍََ َكُ ٌْ ضَحٌَۗاِ ْٕ قْثُ َيَّ ٌٍ ْٰ ََكَاذثِاًَفشَِ ٍَ ًِ َانَّزَِٖاؤْذُ َتعَْضُكُىَْتعَْضًاَفهَْٛإَُدِّ ٍَ َايَِ ٌْ ِ فاَ

َ ّٗ ََسَتَّ نْٛرََّقَِاّللّٰ َٔ َ ّٗ َ,ايََاَرََ ّٗ َٓٗاٰثِىٌَقهَْثُ ّٗ ٓاََفاَََِّ ًْ ََّٚكْرُ ٍْ يَ َٔ َ
ٓاَدَجَۗ ٕاَانشَّ ًُ لَََذكَْرُ ْٛىٌَ,َٔ َعَهِ ٌَ ْٕ هُ ًَ اَذعَْ ًَ َُتِ

اّللّٰ ََٔ

(٣٨٢َََانثقشجَ)سُٕسَج  

 “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorangَ
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” 

 

(Q.S Al-Baqarah [2]; 283) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul 

skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kebun 

Singkong Yang Pembayarannya Saat Panen (Studi di Desa Mulya Kencana 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :  

1.  Gadai  

Gadai merupkan salah satu perjanjian dimana menjadikan suatu 

benda sebagai jaminan hutang  yang dapat dijadikan pembayaran ketika 

berhalangan dalam membayar utang.
1
 Barang yang dijadikan sebagai 

jaminan harus barang yang memiliki niIai ekonomis nilai jual beli, benda 

sebagai jaminan disini berfungsi sebagai memperkuat kepercayaan dari 

orang yang memberikan hutang kepada yang berhutang .  

2. Pembayaran Saat Panen 

Pembayaran menurut KBBI adalah prihal (cara) membayar.
2
 jadi 

pembayaran adalah tanggung jawab dari konsumen ketika melakukan 

tranksaksi yang dibayar dengan nilai yang sepadan dengan harga barang 

tersebut atau bisa juga dengan kesapakatan yang terjadi diantara kedua 

belah pihak. Sedangkan pengertian panen menurut KBBI adalah 

                                                 
1
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Abu Aulia Rahma Abu Syauqina, jilid 4 (Bandung: 

Jakarta;Tinta Abadi Gemilang, 2013).321 
2
 Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).151 
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pemungutan hasil sawah ataupun ladang.
3
 Maka panen merupakan 

pekerjaan akhir dari penanaman suatu tanaman (bercocok tanam). Tetapi 

merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu persiapan untuk 

penyimpanan dan pemasaran. Barang-barang tersebut kemudian akkan 

melewati system perdagangan sampai ke tangan konsumen. Maka yang 

dimaksud pembayaran saat panen adalah tranksaksi jual beli konsumen 

kepada petani terhadap barang hasil panen kebun. 

3. Tinjauan Hukum Islam 

Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelediki, mempelajari 

pendapat atau pandangan dan seterusnya.
4
 Hukum Islam adalah 

sekumpulan aturan keagamaan perintah-perintah Allah yang mengatur 

perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.
5
 Jadi, tinjauan 

hukum Islam adalah sesuatu kegiatan menyelidiki aturan-aturan 

keagamaan yang berdasarkan wahyu Allah  yaitu Al-Qur‟an dan Hadist.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maksud secara keseluruhan penelitian 

ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik 

gadai kebun singkong yang pembayarannya saat panen studi di Desa Mulya 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

                                                 
3
 Ibid, 1116. 

4
 Ibid, 1713. 

5
 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang RasiAksara Books, 2016).4 
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B. Latar Belakang Masalah 

Gadai atau rahn juga termasuk akad tabarru’ (sukarela), upaya 

menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dalam masalah gadai, Islam 

telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik 

mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang 

gadai oleh penerima gadai. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak 

menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun 

pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum islam.
6
 

Rasa kekeluargaan yang erat mendorong masyarakat untuk bermuamalah 

dengan sesama warga desa. Salah satunya yaitu muamalah gadai  yang 

dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya di desa ini. Allah 

berfirman yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 283 menjelaskan 

perjanjian gadai ; 

ٌَََْأَََِ ٌْ قْثَُٕضَحٌَفاََِ َيَّ ٌٍ نىََْذجَِذََُٔاْكَاَذثِاًَفشَََِْ َٔ َانَّذَِكٌُرىَُْعَهََٙسَفشََِ دِّ َٕ َتعَْضُكُىَتعضاَفهَُْٛ ٍَ اأيَِ

ُ,َءََاثِىَُقهَثَُُّ يٍََٚكَْرًُٓاََفاََََِّّ َٔ ٓذََجََ ٕاَْانشَّ ًُ لَََذكَْرُ َٔ َ,ُ نْٛرََّقَِاللََّسَتَّّ َٔ َايََُرََُّ,َ ٍَ ًِ اََ٘اؤْذُ ًَ ,َٔاللَُّتِ

َعَهِٛىَُ ٌَ هُٕ ًَ َ(٣٨٢َََانثقشجَ)سُٕسَجَذعَ  

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan 

kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor 

(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-

Baqarah [2]; 283) 

 

Dalam proses gadai banyak prakteknya salah satu praktik yang terjadi di 

Masyarakat yang ada di Desa Mulya Kencana dikarenakan mayoritas dari 

                                                 
6
 Indah Suwarni, “Dampak Financial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Tinjau 

Dari Perspektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima,” (Jurnal Komunikasi Antar Perguruan 

Tinggi Agama Islam , 2020): 145–68. 
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mereka bekerja sebagai petani, baik itu karet, singkong, sawah, dan lain-lain. 

Ketika mereka membutuhkan sesuatu yang membuatnya harus berhutang 

dengan seseorang maka didorong sesuatu barang yang bernilai untuk jaminan  

yang membuat kepercayaan si murtahin (penerima gadai) untuk percaya 

kepada si rahin (pemberi gadai).  

Pelaksanan gadai ini menggunakan dua perjanjian yaitu perjanjian 

pokok maksudnya perjanjian pinjam meminjam uang (hutang piutang) dan 

perjanjian tambahan (objek penguat kepercayaan yang berupa benda yang 

bernilai dan jangka panjang untuk diserahkan dalam jangkauan waktu yang 

sudah di tentukan dari kedua belah pihak). Adapun yang mereka jadikan  

marhun (barang gadai) adalah tanamannya yaitu salah satunya tanaman 

singkong yang sedang masa pertumbuhan di umur 3-4 bulan sedangkan jangka 

waktu masa panen tanaman singkong berada di umur 6-8 bulan dari masa 

tanam lamanya.  

Praktik pelaksanaan akad gadai ini diawali dengan adanya perjanjian 

kedua belah pihak yaitu pihak rahin (orang yang menggadaikan) datang 

kepada pihak murtahin (penerima gadai) menawarkan untuk meminta bantuan 

pinjaman uang dengan menggadaikan kebun singkong yang sedang ia kelola 

dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah ini nantinya berfungsi sebagai barang 

jaminan dari tanaman yang ia gadaikan walaupun diakad-nya menjelaskan 

barang yang akan digadaikan adalah tanamanya yang sedang ia kelola. Untuk 

umur tanamanya dari pihak si rahin memberikan umur 3 bulan dari masa 

mulai tanam. 
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Kemudian pihak si-rahin (pemberi gadai) mensyaratkan kepada pihak 

si-mrtahin (penerima gadai), agar pemanfaatan dan pengambilan manfaat dari 

hasil panen diserahkan sepenuhnya kepada si-rahin (pemberi gadai) dengan 

alasan hasil panen tanaman singkong nantinya dibuat untuk menebus barang 

gadai yang ia gadaikan. untuk pihak si murtahin (penerima gadai) juga sama 

mensyaratkan meminta fee atau bunga dari hutang yang diberikan dengan 

jumlah 5% dari pinjamannya. Dalam pelaksanaan akad gadai yang terjadi 

tidak ada bukti bukti yang sangat otentik yang menggambarkan bahwasanya 

mereka sedang melakukan praktik gadai dikarenakan yang terlibat hanya ada 

kedua belah pihak dari pihak si rahin (pemberi gadai) dengan murtahin 

(penerima gadai) saja tidak ada bukti tertulis maupun non tulis.  

Jangka waktu yang diberikan didalam penebusan barang gadai 

(pelunasan hutang) disepakati satu tahun lamanya ketika selesai panen 

singkong dan membayar beserta bunganya. Apabila pihak rahin (pemberi 

gadai) belum mampu atau belum bisa melunasi hutangnya dari waktu yang 

telah disepakati maka sesuai kesepakatannya, yaitu penambahan waktu dan 

pelunasanya terjadi dipanen singkong selanjutnya dengan jangka waktu 

selama 6 bulan. Untuk syarat yang diberikan masing masing pihak akan 

berbeda dari sebelumnya (akad pertama) berupa sewaktu panen kedua pihak 

murtahin (penerima gadai) boleh ikut campur mengelola dan mengambil 

manfaat dari hasil panen kedua dengan system bagi hasil baik modalnya 

maupun keuntungan nantinya panen singkong tersebut, dan tetap kewajiban si-
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rahin (pemberi gadai) dalam melunasi hutangnya kepada murtahin (penerima 

gadai) supaya barang yang ia gadaikan kembali ketanganya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dari itu, penulis 

tertarik untuk menjeliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam 

sebuah karya tulis yang berjudulkan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

Gadai Kebun Singkong Yang Pembayarannya Saat Panen (Studi di Desa 

Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat). 

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian. 

Fokus penelitian ini yaitu tentang praktik gadai kebun singkong yang 

pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sub-Fokus penelitian ini yaitu 

untuk melihat perspektif hukum Islam tentang praktik gadai kebun singkong 

yang pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik gadai kebun singkong yang pembayaranya saat panen 

di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat? 

2. Bagaiman tinjauan  hukum Islam tentang praktik gadai kebun singkong 

yang pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencana Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik gadai kebun singkong yang pembayaranya saat 

panen di Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

2. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan  hukum Islam tentang praktik gadai 

kebun singkong yang pembayaranya saat panen di Desa Mulya Kencana 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat? 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan sumber ilmu dan menambah 

wawasan di bidang muamalah khususnya dalam hal gadai. 

2. Manfaat Praktis 

Guna memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar 

sarjana di bidang hukum ekonomi syariah. 

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk telaah pustaka penulis mencoba untuk menjelaskan dan menelaah 

karya tulis penelitian terdahulu dan beberapa studi yang terkait atau serupa 

dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu : 

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasiyah, Jurusan Muamalah Universitas Islam 

Negri Raden Intan Lampung 2018 dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku (studi di Desa Wana 

Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas 

tentang hukum islam mengenai sistem perjanjian pohon gadai yang mana 
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dikatakan belum sesuai demgan hukum islam karena adanya akad qardh 

dan ijrah, multi akad atau gabungan antara akad dengan akad qardh 

dengan persyaratan imbalan lebih atau hibah kepada pemberi pinjaman 

dalam multi akad juga dilarang karna mengandung unsur riba. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field 

research) yaitu sesuatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari 

lokasi atau lapangan. Dikatakan dalam penelitian ini belum sesuai dengan 

ketentuan hukum islam dengan akad qardh dengan ijarah.
7
 Adapun 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian saya yaitu : persamaannya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasiyah sama-sama meneliti terkait 

permasalahan gadai.sedangkan untuk perbedaanya  penelitian ini hanya 

mencakup gadai saja sedangkan penelitian saya gadai yang bersyaratkan. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Selly Kartika, Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negri Raden Intan Lampung tahun 2021 dengan judul, “Tinjauan Hukum 

Islam Dan KUH Perdata Tentang Praktik Gadai Kebun Coklat Studi kasus 

di DesaGunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. 

Skripsi ini merupakan upaya untuk memamparkan Saat berjalannya waktu 

saat waktu tempo gadai sudah berakhir si penerima gadai (murtahin) tidak 

ingin mengembalikan kebun coklat pada saat itu kepada pihak penggadai 

(rahin) dikarenakan si pemegang gadai (murtahin) mengalami kerugian 

atas menyusutnya hasil panen buah cokelat pada tahun ke 2. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research 

                                                 
7
 Hasiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku 

Studi Di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur,” Skripsi (Bandar 

Lampung; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018, 124  
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(penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sebagai pendukung 

penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan 

menggunakan referensi yang ada di perpustakaan dan jurnal yang 

berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu. Hasil dari 

penelitian skripsi ini adalah bahwa dalam proses gadai hanya digadaikan 

dalam waktu 2 tahun namun menyimpang dari kesepakatan awal dengan 

penambahan waktu dan syarat dalam gadai tersebut, menurut Hukum 

Islam praktik gadai tersebut tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena 

praktik tersebut mengambil manfaat dari kebun tersebut. Dalam subjek 

dan objek KUHPerdata gadai tersebut sudah memenuhi syarat sah dalam 

dalam KUHPerdata dan kegiatan ini sudah disepakati oleh kedua belah 

pihak.
8
 Persamaan dan perbedan antara penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang gadai, untuk perbedannya terletak pada hukum yang 

digunakan.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Ma‟rifah Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negri Ponorogo tahun 2018, dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti 

                                                 
8
 Selly Kartika, “Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata Tentang Praktik Gadai 

Kebun Coklat Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten 

Pesawaran,” Skripsi (Bandar Lampung; Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung, 2021).28 
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Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Provinsi Riau”. Menurut jenis 

peneliatian termasuk penelitian lapangan. Menjelaskan dari sekian banyak 

bentuk muamalah yang sering terjadi dimasyarakat adalah gadai. Gadai 

merupakan suatu bentuk muamalah yang telah diatur dan dianggap penting 

oleh fiqh. Karena dalam gadai terdapat nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan 

alat untuk membantu meringankan beban orang lain. Akan tetapi banyak 

juga dari pelaku gadai yang melakukan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh. 

Seperti terkjadinya wanprestasi atas pembayaran utangnya, seperti yang 

terjadi di Desa Jaya Bhakti. Gadai yang dilakukan dengan ketentuan-

ketentuan fiqh diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-

perbuatan curang dan tidak adil serta mampu mewujudkan kemaslahatan 

umat. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan. 

Sedangkan penggalian datanya, penulis kumpulkan dengan cara intervew, 

serta didukung dengan bukubuku yang berkaitan secara langsung dengan 

pembahasan skripsi ini dan masih memiliki keterkaitan dengan jenis 

penelitian pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis deduktif. 

Penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai tersebut belum sesuai 

dengan hukum islam karena dari pemilik tidak bisa mengembalikan 

pinjaman uang kepada penggadai.
9
 Perbedan dan persamaan didalam 

penelitin ini adalah sama-sama menjelaskan prktik gadai untuk 

perbedaannya terletak pada objek yang diteliti 

                                                 
9
 Siti Ma‟rifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa 

Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri,” Skripsi (Riau; IAIN Ponorogo,2018).30. 
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4. Skripsi yang ditulis oleh Deka Amilia, Jurusan Muamalah Universitas 

Islam Negri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul, “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai Dan 

Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada 

Petani Kopi di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten 

Lampung Barat)”. Praktik gadai yang terjadi di Desa Tanjungraya 

dilakukan dengan cara, si A menggadaikan kebun kopinya dengan si B 20 

juta selama 3 tahun, kebun yang di gadaiakan tetap di kelola oleh si A. 

pada saat melakukan akad si B meminta syarat bahwasanya kebun kopi 

yang di gadaikan harus di bagi dua sampai hutang tersebut lunas. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah praktek bagi hasil barang 

gadaian antara penggadaai dan penerima gadai sudah sesuai dengan 

hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan 

menganalisis praktek bagi hasil barang gadaian antara penggadai dan 

penerima gadai dalam pandangan hukum Islam di Desa Tanjungraya 

Kecamatan Waytenong Lampung Barat. Penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research). Untuk mendapatkan data yang valid digunakan 

sumber primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, 

dokumentai dan pustaka. Praktik gadai seperti ini diperbolehkan karena 

dilihat dari akad pada saat melakukan perkanjian pihak penggadai dan 

penerima gadai terjadi sesuai dengan kesepakatan.
10

 Perbedaan dan 

                                                 
10

 Deka Amilia Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian 

Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Pada Petani Kopi 

Di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat,” Skripsi(Bandar 

Lampung ;Fakultas Syariah Universitas Negri Lampung), 2018. 
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persamaannya adalah sama-sama menjelaskan gadai didlam menjelaskan 

antara si penggadai dan penerima gadai, untuk perbedaanya terletak pada 

objek yang diteliti pada penelitian ini objeknya berupa petani kebun kopi  

yang berada di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong Lampung Barat  

dan selanjutnya ada dipenyelesaian kasusnya yang diamana penelitian ini 

berfokus pada hukum ekonomi islam. 

H. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui 

serangkaian peroses yang panjang. Titik tolak penelitian bertumpu pada minat 

untuk mengetahui atau masalah fenomena sosial yang timbul karena berbagai 

rangsangan, dan bukannya pada metodologi penelitian.
11

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan  pendekatan kualitatif yang berfokus 

menggumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Lokasi yang akan 

menjadi objek penelitian ini adalah bertempat di Desa Mulya Kencan 

Kecamatan Tulang Bawang Tenggah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

b. Sifat Penelitian 

                                                 
11

 Kartika, “Tinjauan Hukum Islam Dan KUH Perdata Tentang Praktik Gadai Kebun 

Coklat Studi Kasus Di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran." 

Skripsi,( Bandar Lampung; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung,2021) 
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Sedangkan untuk sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

yaitu memfokuskan untuk memaparkan keadaan, kondisi, atau hal lain-

laindengan proses yang nantinya dipaparkan dalam bentuk laporan.  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan teknik pengumpulan data secara 

langsung dari sumber yang dijadikan objek penelitan tersebut. Antara 

lain pihak si rahin (pemberi gadai) dan  murtahin (penerima gadai). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan lawan kata dari data primer untuk data 

sekunder sendiri yang sumber sumbernya secara tidak langsung yang 

berfokus dari buku-buku ataupun dokumen ataupun sumber lain yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dangan tujuan untuk 

memperkuat dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. 

3. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah jumlah unit atau individu-individu yang dapat 

berupa orang, institusi, benda ataupun yang lainya yang hendak diteliti. 

Adapun populasi didalam penelitian ini bertepatan di Desa Mulya Kencana 

yang berjumlah 6 0rang. Dikemukakan Arikunto yang apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik semua hingga penelitianya merupakan 

penelitian populasi. Jika subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% 
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- 15% atau 20% atau lebih.
12

  Dikarenakan dalam populasinya kurang dari 

100 maka semua populasi saya jadikan sampel, yaitu 6 orang saja yaitu 

diantaranya 4 sebagai rahin (penggadai), 2 sebagai murtahin (penerima 

gadai). 

4. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data 

dimana peneliti telah mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

responden.
13

 Penelitin ini menggunakan wawancara secara bebas dan 

terpimpin, yakni dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah 

ditentukan, tentunya yang berkaitan permasalahan Praktik Gadai 

Kebun Singkong Yang Pembayaranya Saat Panen Studi di Desa Mulya 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara 

tidak berencana (tidak berpatokan). Dalam wawancara ini berarti 

bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan 

diajukan tetapi tidak terlampau terkait pada aturan-aturan yang terkait. 

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat 

pokok-pokok yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara ini 

diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan. 

b. Observasi  

                                                 
12

 Hasiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Perjanjian Dalam Gadai Pohon Duku 

Studi Di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.” 
13

 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penerbitan dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015).115. 
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Observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian 

terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan 

menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-

kaidah mengaturnya.
14

 Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data 

dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui 

wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada 

penelitian ini metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan 

peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang 

memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian.
15

 

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama kepercayaan 

data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang 

alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat 

berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan observer, sehingga 

memungkinkan untuk bertanya secara lebih detail dan rinci terhadap 

hal-hal yang akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti dapat 

menggambarkan secara akurat mengenai Praktik Gadai Kebun 

Singkong Yang Pembayaranya Saat Panen Studi di Desa Mulya 

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

c. Dokumentasi  

                                                 
14

 Emzir, Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Persada, 

2010).38. 
15

 Ibid., 38. 
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 Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang 

dapat berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.
16

  Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan 

data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau 

objek yang sedang diteliti seperti melalui catatan atau dokumentasi 

profil Desa Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

5. Teknik Pengelolahan Data  

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan 

pengelolaan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang 

benar-benar dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Metode yang 

dipergunakan dalam proses pengolahan data sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan data (editing). 

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk (raw data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
17

 

Peneliti mengoreksi data yang sudah didapatkan dari penjual dan 

pembeli. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, 

sehingga kekurangannya dapat dilengkapi. 

b. Sistematika data  

                                                 
16

 Surharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007).202 
17

 Susiadi, Metodologi Penelitian. 
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Sistematika data adalah melaporkan secara sistematis data yang 

sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan 

masalah.
18

 Sistematika data ini bertujuan untuk melaporkan secara 

sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi 

data dan urutan masalah. Peneliti mengoreksi data yang masuk dan 

mengklasifikasikannya data yang sudah didapatkan dari penjual dan 

pembeli. 

6. Metode Analisis Data  

Setelah data keseluruhan dikumpulkan maka dianalisis secara 

kualitatif, sehingga nanti-nya dapan diambil kesimpulan penelitian. Dalam 

hal analisis penulis menggunakan cara berfikir induktif, untuk menarik 

fakta-fakta pristiwa yang kongkrit kemudian dapatmenggambil 

kesimpulan yang terdapat didalam pembahsan tersebut. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam hal ini penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian, 

untuk pembagian tersebut antara lain sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajiaan terdahulu yang relavan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                 
18

 Muhamad Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT citra Aditya 

Bakti, 2004).127 
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BAB II: Membahas terkait teori dan data penelitian secara komprehensif 

berupa penjelasan tentang gadai dalam hukum Islam, gadai bersyarat dalam 

hukum islam dan riba dalam hukum Islam. 

BAB III: Merupakan bab yang membahas tentang objek penelitian yang 

berada  di Desa Mulya Kencana, baik sejarah berdirinya, keadaan geografis 

desa, keadaan demografi, dan praktik pelaksanaan gadai kebun singkong di 

Desa Mulya Kencana. 

BAB IV: Merupakan bab analisis data yang menjelaskan hasil didalam 

penelitian ini baik dari praktik gadai kebun singkong maupun hukum islam 

didalam praktik gadai kebun singkong tersebut  

BAB V: Merupakan bab penutup didalam penelitian ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Ar-Rahn Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Rahn 

Secara bahasa, rahn atau gadai berasal dari kata ats-tsubut (َانثثٕخ) 

yang berarti tetap dan ad-dawam (َ  .yang berarti terus menerus (انذٔاو

Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai maun rahinun 

(َ َساٍْ َ) Secara bahasa, rahn juga bermakna al-habsu .(ياء  yang (انحثس

bermakna memenjara atau menahan sesuatu. Akan tetapi jika dilihat kata 

al-habsu secara zhahir juga mengandung arti ats-Tsubuut dan  ad-dawaam 

(yaitu tetap). Dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu mengatakan 

gadai adalah menjadikan sesuatu barang yang berharga dalam pandangan 

syara, untuk jadi jaminan atas utang, baik benda itu dimungkinkan dapat 

membayar keseluruhan utang atau sebagian dari utang. Maka demikian arti 

tersebut merupakan penjelasan arti yang satunya lagi sehingga arti ar-

Rahn menurut istilah memiliki keterkaitan dengan arti secara bahasa. 

Definisi ar-Arhn menurut istilah syara‟ yaitu menjadikan suatu barang 

yang bernilai menurut pandangan syara‟ sebagai watsiiqah (jaminan) 

utang, yang sekiranya nilai barang itu memungkinkan untuk digunakan  

membayar seluruh atatu sebagian utang yang ada. Bisa juga pengertian ar-

rahin adalah suatu akad Watsiiqah  (jaminan) harta benda, sebagai 
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tanggungan atas hutangnya.
19

  Pengertian secara bahasa tentang rahn ini 

juga terdapat dalam firman Allah SWT : 

( ٢٨َانًذَثشَّ ُِْٛحٌََ )سُٕسَجَ  اَكَسَثدََْسَ ًَ ََفَْسٍَتِ   كُمُّ

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. 

(QS. Al-Muddassir [29]: 38) 

 

Gadai memiliki beberapa definisi menurut imam madzhab dan 

beberapa ulama sebagai berikut : 

a. Syafi‟iyah 

Gadai adalah menjadikan harta sebagai kepercayan atas utang 

yang akan dilunasi oleh benda tersebut ketika utang tidak mampu 

dibayar. 

b. Hanabilah 

Gadai adalah harta benda yang dijadikan kepercayaan atas utang 

yang akan dibayarkan utang tersebut dari harga benda jika utang tidak 

dapat dilunasi. 

c. Malikiyah 

Gadai adalah sesuatu yang berharga yang diambil dari pemiliknya 

untuk jaminan sebuah utang yang tetap pada pemilik harta.
20

 

d. Sayid Sabiq  

Menjelaskan gadai adalah menjadikan barang yang bernilai yang 

sesuai dengan ketentuan syara untuk dijadiakan jaminan hutang sampai 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,  Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 3, 

(Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011).106 
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orang yang bersangkutan dapat menanggung hutang atau dia dapat 

nikmat barang gadaian.
21

   

Jika anda memperhatikan arti gadai diatas maka, tampak bawa 

fungsi perjanjian kontraktual antara pihak peminjam namun ketenangan 

pikiran bagi pihak pemilik dana sebab ada jaminan pinjman. Karna itulah 

Rahn pada prinsipnya, aktivitas hutang dengan akad tabarru. 

2. Dasar Hukum Rahn 

Para fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya gadai merupakan bentuk 

muamalah yang diperbolehkan. Bahkan kebolehan gadai sudah sampai 

pada level ijma‟ ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam 

kitabnya: “Gadai hukumnya boleh. Dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah 

dan Ijma‟ ulama”.  

a. Al-Qur‟an 

Sedangkan perintah dalam Al-Quran mengenai gadai tidak 

bermaksud mewajibkan. Namun hanya menunjukan alternatif supaya 

masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam muamalah 

hutang-piutang. Dalam arti lain gadai boleh ada boleh tidak dalam 

suatu transaksi utang-piutang. Bukan menjadi rukun dan bukan pula 

menjadi syarat sahnya utang piutang. Ketika sang pemberi hutang 

sudah merasa percaya kepada peminjam uang, tanpa harus ada 

jaminan, maka barang gadai sudah tidak diharuskan ada.
22

 Allah 
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berfirman yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 283 

menjelaskan perjanjian gadai; 

نىََََْٔ َّٔ ُْرىَُْعَهَٰٗسَفشٍََ َكُ ٌْ ضَحٌَۗاِ ْٕ قْثُ َيَّ ٌٍ ْٰ اَكَاذثِاًَفشَِ ْٔ ََذجَِذُ َتعَْضُكُىَْتعَْضًاَفهَْٛإَُدِّ ٍَ َايَِ ٌْ ِ فاَ

َ ّٗ ََسَتَّ نْٛرََّقَِاّللّٰ َٔ َ ّٗ َايََاَرََ ٍَ ًِ َ,انَّزَِٖاؤْذُ ّٗ َٓٗاٰثِىٌَقهَْثُ ّٗ ٓاََفاَََِّ ًْ ََّٚكْرُ ٍْ يَ َٔ َ
ٓاَدَجَۗ ٕاَانشَّ ًُ لَََذكَْرُ َٔ

,َ ٌَ ْٕ هُ ًَ اَذعَْ ًَ َُتِ
اّللّٰ ْٛىٌََٔ (٣٨٢َََانثقشجَ)سُٕسَجَعَهِ  

 

 “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan 

yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan 

janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah[2]: 283) 

 

Tafsir ayat diatas menyatakan  ٍَََسَفش ٰٗ َعَهَ َكُُرىُْ ئٌِ َٔ  (jika kamu 

dalam perjalanan) yakni, ketika kamu sedang berpergian dan 

membutuhkan sesuatu sehingga kamu bermualah secara tunai yang 

mengharuskan kamu untuk terjadinya terjadi hutang-piutang sampai 

batas waktu tertentu, َََذ نىَْ اكَاَذثًََِجِذُٔأًََ  (sedang kamu tidak mendapatkan 

seorang penulis,) yaitu seorang penulis yang dapat menuliskan 

transaksi untuk anda. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka yang 

memiliki atau menemukan seorang penulis, tetapi tidak adanya kertas, 

tinta atau pena, maka yang demikian hendaklah pemberi pinjaman ada 

suatu barang jaminan yang dipegang. Maksudnya, ketika tidak ada 

bukti otentik dari akad hutang-piutang maka bisa diganti dengan 

barang jaminan yang dipegang oleh si pemberi hutang pinjaman. َ ا

قْثُٕضَحٌٌَۭ َيَّ ٌٌٍۭ ٰـ  (.maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang) فشََِْ
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Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menjelaskan bahwa jaminan 

harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang dan berkelanjutan. 

Menurut pandangan Imam Syafi‟i dan jumhur ulama menjadikan ayat 

ini sebagai dalil bahwasannya barang jaminan itu harus ada dan berada 

ditangannya sipemberi hutang. 
23

 

Maka sudah jelas bahwasanya ayat yang tertera di atas qur‟an 

surah Al-Baqarah ayat 283 bahwasanya gadai diperbolehkan asalkan 

dalam praktiknya tidak ada unsur riba yang terjadi didalamnya 

b. Hadist 

Dalil keabsahan ar-rahn selain yang telah disebutkan didalam 

Al-qur‟an juga dapat didasarkan pada hadis atau as-sunah sebagi 

pelengkap dan penjelas yang terdapat didalam al-qura‟an. Beberapa 

peristiwa tercatat  ketika Rosulullah SAW, menggadaikan harta 

bendanya. Salah satu pristiwa tersebut ketika Rosulullah membeli 

makanan namun tidak langsung dibayar melainkan dengan 

menangguhkan baju besinya sebagai jaminan pembayaran. 

سََ َٔ َطَعَايًاَ ٍّ٘ ََُٕٚٓدِ ٍْ سَهَّىََيِ َٔ َ ِّ ْٛ َُعَهَ َاللَّّ َِصَهَّٗ َعَائشَِحََقاَندََْاشْرشَََٖسَسُٕلَُاللَّّ ٍْ َََُُّْعَ

َحَذِٚذٍَ ٍْ )سٔاَِيسهى(َدِسْعًاَيِ  

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi 

dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan 

baju besi beliau sebagai jaminan”. (Shahih Muslim).
24

 

 
Menurut hadis tersebut dapat dipahami sebagai muslim islam 

tidak membeda-bedakan antara muslim dengan non muslim dibidang 
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 Imam Al-Mundzir, Mukhtashar Shahih Muslim (Jakarta: Ummul Qur‟an, 20164). 454. 
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muamalah ketika kita berhutang maka maka diwajibkan untuk 

melunasi baik  sesama muslim maupung non muslim. Dan jika 

diperlukan maka gadaikan barang yang sifatnya bernilai untuk 

menyakinkan si pemberi hutang kepada si rahin. 

َيَشَُْْٕاًَ ٌَ َئِرَاَكَا ِّ َٚشُْشَبَُتُِفَقَرَِ َانذَّسِّ ٍُ نثََ َٔ َيَشَُْْٕاًَ ٌَ َئِرَاَكَا ِّ َٚشُْكَةَُتُِفَقَرَِ ٍُ ْْ انشَّ

عَهََٗانَّزَِ٘ ٚشَْشَبَُانَُّفقَحَََُٔ َٔ انثخاسٖ()سٔاََِٚشَْكَةَُ  
Al Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila 

digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah 

apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya 

nafkah. (HR Al Bukhori No. ٣15٣).
25

 

 

Dalam hadis ini Wahbah Az-zuhaili berpendapat yang terdapat 

didalam bukunya yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 

bahwasanya pemanfaatan barang gadai yang menimbulkan 

berkurangnya nilai al-mahun, contohnya seperti mendirikan bangunan 

di atas tanah yang digadaikan, maka yang seperti itu tidak 

diperbolahkan kecuali mendaptkan izin oleh pemiliknya. Namun beda 

lagi jikalau barang yang digadaikan seperti contohnya kuda atau hewan 

tunggangan maka ia boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut 

sampai batas waktu yang ditentukan, maka harus dikembalikan oleh 

pemiliknya.
26

 

Maksud dari Wahbah Az-zuhaili tentang barang gadai yang tidak 

boleh diambil manfaatnya merupakan barang gadai yang ketika dipakai 

dapat menimbulkan berkurangnya nilai al-marhun (barang gadai). 
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Namun jika al-marhun yang digadaikan ketika diambil manfaatnya 

tidak menimbulkan berkurangnya nilai maka diperbolehkan seperti 

yang dijelaskan dalam hadis tersebut. 

c. Ijtihad  

Berkaitan dengan hukum diperbolehkanya rahin yang terdapat 

didalam Al-qur‟an dan hadis. hukum Ar-rahn juga dituliskan dan 

ditetapkan oleh para ulama atas dasar ijma. Maka jumhur ulama 

menetapkan hukum Ar-rahn, diperbolehkan dan didalam menetapkan 

hukum ini ketetapan hukumnya sangat jelas baik yang terdapat di 

dalam Al-qur‟an maupun hadis. Jumhur ulama juga menetapkan 

praktik pelaksanaan Ar-rahn boleh dilakukan disaat diperjalanan 

maupun tidak diperjalanan dengan argument yang dilandaskan pada 

Al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 283 dan hadis disaat Rasulullah SAW 

menggadaikan baju besinya kepada seseorang yahudi untuk 

mendapatkan makanan riwayat Bukhori dan Muslim.  

3. Rukun dan Syarat Rahn 

a. Rukun Gadai (rahn) 

 

Menurut jumhur ulama, rukun gadai (rahn) ada empat 
yaitu:

27
 

 

1) Lafaz (kalimat akad), seperti : saya gadaikan ini kepada engkau 

untuk hutangku yang sekian kepada engkau. Jawab yang 

berpiutang “saya terima gadai ini” 

2) Ada penggadai dan penerima gadai. Keduanya hendaklah ahli 

                                                 
27
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tassarruf (berhak membelanjakan hartanya). 

3) Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh 

digadaikan dengan syarat keadaan barang tersebut tidak rusak 

sebelum sampai janji utang harus dibayar. 

4) Adanya hutang, hutang menjadi rukun yang penting dalam 

gadai. Karena sesungguhnya tidak mungkin gadai itu berdiri 

sendiri. Akad gadai ada hanya jika terdapat suatu tanggungan. 

Rukun ar-rahn menurut ulama Hannafiyah, “yaitu ijab dari ar-

rahin dan qabul dari al-murtahin, seperti akad-akad yang lain. Akan 

tetapi akad ar- rahnu belum sempurna dan belum berlaku mengikat 

(lazim) kecuali  setelah adanya al-qobdhu (serah terima barang yang 

di gadaikan)” Selain itu menurut ulama selain ulama Hannafiyah 

mengatakan, bahwa rukun ar- rahnu ada empat yaitu sighat (ijab dan 

qabul), aqid (pihak yang mengadakan akad), marhun ( barang yang 

digadaikan), marhun bih (ad- dain atu tanggungan hutang yang 

dijamin dengan barang gadaian).
28

 

b. Syarat Ar-Rahn 

Sebelum dilakukan gadai (rahn), terlebih dahulu dilakukan akad. 

Akad menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu 
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(Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011).507 



 

 

 

27 

perbuatan yang dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan 

masing-masing.
29

 Gadai disyaratkan beberapa syarat berikut: 

1) Pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima 

gadai (murtahin) cakap hukum serta sama-sama ikhlas.
30

 Ulama 

Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, 

anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang 

baik dan yang buruk) boleh melakukan akad rahn dengan 

syarat, mendapatkan persetujuan dari walinya.
31

 Meneurut 

hendi suhendi syarat yang berakad adalah ahli tasharuf , 

artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami 

persoalan yang berkaitan dengan gadai (rahn). Menurut Imam 

Malik hambah mukatab ( hamba yang berupaya memerdekakan 

dirinya dengan cara mencicil) dan hamba yang diberi izin, 

keduanya boleh menggadaikan. Suhnun berpendapat bahwa 

jika seorang menerima gadai oleh sebab harta yang 

dipinjamkannya maka itu tidak boleh. Imam Syafii juga 

berpendapat yang sama. Imam Maliki dan Syfii berpendapat 

bahwa orang muflis (bangkrut, pailit) tidak boleh 

menggadaikan, tetapi Imam Hanifah membolehkannya.
32

 

2) Marhun (barang jaminan), syarat pada benda yang dijadikan 
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jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji 

hutang harus dibayar.
 
 Menurut ulama Hannafiyah syarat-

syarat pada marhun adalah sebagai berikut: 

a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan ; 

harus pada akad dan dapat di serahterimakan 

b) Barang yang di gadaikan harus berupa harta (kekayaan) 

yang bernilai 

c) Barang yang di gadaikan harus halal digunakan atau 

dimanfaatkana, sekiranya barang tersebut dapat untuk 

melunasi hutang 

d) Barang harus jelas, sefesifikasi, ukuran, jenis jumlah, 

kualitas dan seterusnya. 

e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara 

sempurna 

 

f) Barang yang di gadaikan harus menyatu tidak terpisah-pisah 

 

g) Barang harus tidak di tempeli sesuatu yang tidak ikut di 

gadaikan. 

h) Barang yang di gadaikan harus utuh, tidak sah 

menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh. 

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait 

dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan 

hutang adalah sama halnya yang menjadi objek jual beli. 

Syarat-syarat tersebut yaitu:
51 
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a) Barang yang di gadaiakan harus benar-benar dan nyata. 

Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak 

sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya seperti 

binatang yang masih didalam kandungan induknya. 

b) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat 

dimiliki, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan 

sebagaimanan mestinya serta tidak menimbulkan 

kerusakan. 

c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak 

milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan 

syrat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah 

padang atau air laut yang masih di laut atau menggadaikan 

panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang 

sempurna. 

d) Objek harus diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat 

ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di 

lautan atau burung yang berada di awing, karena tidak 

dapat diserahkan kepada pembeli. 

e) Selain syarat diatas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus 

dipenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama 

dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, 

kendaraan dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini maka 

tidak sah menggadaikan makanan yang mudah busuk, 
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sebagai kue basah sebagai jaminan hutang, karena tidak 

bertahan lama. 

3) Syarat Marhun Bih (utang), disyaratkan pertama, merupakan 

hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. 

Kedua utang itu dapat dilunasi dengan marhun (barang 

jaminan) dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, 

maupun kadarnya. 

4) Sighat akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu 

atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafia 

menyatakan bahwa apabila akad ar-rahn dibarengi syarat 

tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka 

syarat batal, sementara akad ar-rahn sah. Ulama Hanabilah, 

Malikiayah dan Syafiiyah menyatakan, bila mana syarat itu 

adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat 

itu diperbolehkan. Akan tetapi apabila syarat itu bertentangan 

dengan tabiat akad ar-rahn, maka syarat nya batal.
 
Menurut Abu 

Hanifa dan Imam Malik “apabila dalam akad gadai disyaratkan 

penjualan oleh peneriama gadai setelah jatuh tempo, maka hal 

itu dibolehkan”.  

5) Syarat penyerahan marhun (agunan), apabila agunan telah 

diterima oleh martahin kemudian hutang sudah diterima oleh 

al-rahin, maka akad ar-rahn bersifat mengikat bagi keduabelah 

pihak (luzum). Syarat terahir yang merupakan kesempurnaan 
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ar-rahn yakni menyerahkan barang jaminan (qabadh al-marhun) 

artinya barang jaminan secara hukum oleh murtahin. Syarat ini 

menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakanoleh Allah 

SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 diatas. 

4. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Melakukan Akad Gadai 

Abdul Aziz Dahlan berpendapat  pihak rahin dan murtahin 

mempunyai hak dan kewajiban yang harus tdilakukan. adapun hak dan 

kewajiban itu sebagai berikut: 

a. Hak dan Kewajiban Murtahin 

1) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat 

jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagai orang, 

yang berutang sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil 

sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan 

kepada rahin. 

2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang 

telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. 

3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk 

menahan marhun diserahkan oleh pemberi gadai. 

4) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya 

atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaianya. 
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5) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun, untuk 

kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk 

member tahu kepada rahin sebelum diadakan pelengan marhun 
33

 

b. Hak dan kewajiban Pemberi Gadai (Rahin) 

1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah 

pemberi gadai melunasi marhun bih. 

2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari keruskan dan 

hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian 

murtahin. 

3) Pemberi gadai behak untuk mendapatkan sisa dari penjualan 

marhun setelah dikurangi pelunasan biaya marhun bih, dan biaya 

lainnya. 

4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin 

telah jelas menyalah gunakan marhun. 

5) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang 

telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah 

ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin. 

6) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun 

miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin 

tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin
34

 

5. Berakhirnya Akad Gadai 

Sebab-sebab berakhirnya akad gadai karea hal-hal berikut ini : 
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a. Borg diserahkan kepada pemiliknya  

Menurut para ulama selain Syafi‟iyah akad gadaibisa brakhir 

karena borg diserahkan kepada pemiliknya (rahin), karena barang 

gadai merupakan jaminan teradap utang utang apabila borg diserahkan 

kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku sehingga karenya 

akad gadai menjadi berakhir. 

b.  Marhun dijual atas perintah hakim 

Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu 

membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg 

apabila rahin tidak mau melunasi utangnya (rahin) dengan telah 

dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir. 

c. Utang telah dilunasi  

Pihak yang bersangkutan (rahin) apabila telah melunasi 

hutangnya kepada murtahin maka secara otomatis akad gadai telah 

berakhir. 

d. Pembebasan hutang 

Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya 

rahn meskipun hutang tersebut dialihkan 

e. Pembatalan akad gadai dikarenakan rahn habis 

Murtahin bisa membatalkan akad gadai dikarenakan habisnya  

rahn namun, sebaliknya rahin tidak bisa membatalkan akad gadai 

kecuali pihak murtahin setuju. 

f. Rahin meninggal 
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Pendapat para ulama berbeda-beda dalam menanggapi hal ini 

meninggalnya salah satu pihak yang berakad ini.
35

 

B. Gadai Bersyarat Dalam Hukum Islam  

Gadai sendiri adalah suatu akad yang menjadikan barang yang bernilai 

ekonimis yang dijadikan jaminan hutang untuk penguat kepercayaan dari 

pihak murtahin kepada si-rahin. Hukum gadai pada dasarnya diperbolehkan 

oleh syariat islam. Salah satu kegiatan mualah yang terjadi di Desa Mulya 

Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah gadai bersyarat.  

Arti syarat didalam kamus besar Indonesia adalah janji (sebagai tuntutan 

atau permintaan yang harus dipenuhi).
36

 Sedangkan gadai bersyarat 

merupakan jaminan hutang yang menjadikan suatu barang berharga menjadi 

jaminan yang didalam akadnya terdapat suatu syarat dari suatu pihak maupun 

kedua belah pihak.  

1. Syarat Yang Sah 

Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili Agar akad gadai bersyarat 

sah untuk dilakukan  maka harus dilaksanakan sesuai akad yang telah 

ditetapkan bersama dan melaksanakan kewajiban konsekuensi akad ar-

rahnu. Adapun akad tersebuta harus sesuai dengan syariat islam yaitu 

tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Seperti 

kewajiban yang harus dilaksanakan dari pihak si rahin yaitu membayar 
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hutang dan juga melaksanakan akad yang berlaku dari pihak murtahin dan 

pelaksanaan ini harus jelas agar terlepas dari unsure al-Jahaalah (tidak 

diketahui dan tidak pasti), dan untuk pihak murtahin juga sama yaitu 

melaksanakan akad yang berlaku dikedua belah pihak. Akad ar-Rahnu 

yang dibarengi yang dibarengi dengan bentuk-bentuk syarat seperti ini 

sah dan syarat tersebut juga sah, sama seperti akad jual beli. 
37

 

Jadi menurut Wahbah Az-Zuhaili  gadai bersyarat yang sah yaitu 

adanya akad ijab qobul yang tidak boleh merugikan orang yang 

menggadai dan juga tidak merugikan orang yang menerima gadai dan 

harus sesuai syariat islam dan terlepas dari bunga. Karena kedua belah 

pihak sama-sama mendapatkan sesuatu pengganti yang berupa harta sama 

seperti akad jual beli, penjual mendapatkan harta dari barang yang mereka 

jual dan pembeli mendapatkan barang yang ia inginkan.  Dan juga harus 

melaksanakan syarat rukun yang bebas dari unsur yang merusak 

perjanjian gadai. 

2. Syarat Yang Tidak Sah  

Adapun maksudnya adalah satu pihak ataupun kedua pihak 

mensyaratkan sesuatu dengan unsur yang tidak mengandung 

kemaslahatan ataupun merugikan. Adapun pendapat para ulama mengenai 

syarat dalam gadai seperti ini adalah sebagai berikut : 

a. Ulama Malikiyyah. 
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Pandangan ulama Malikiyah mengatakan bahwa setiap syarat 

yang tidak bertentangan dengan akad rahn dan bertentangan dengan 

hukum syara‟ maka, syarat itu diperbolehkan atau sah. Dan apabila 

itu sebaliknya di syaratnya terdapat sesuatu yang tidak ada diakad 

dan bertentangan dengan hukum syara‟ maka hukumnya tidak sah. 

Seperti diawal akad si rahin mensyaratkan agar ketika terjadinya 

praktik, marhun (barang gadai ) tidak dipegang oleh si-murtahin 

namun harus dipegang oleh si-rahin. Atau mensyaratkan barang yang 

digadaikan tidak boleh diambil manfaatnya atau diperjualbelikan 

ketika jatuh tempo pembayaran utang tersebut. 
38

 

Adapun yang dimaksud syarat yang haram didalam akad ini 

adalah seperti seseorang yang menggadaikan sesuatu dengan 

dibarengi syarat jika utang yang telah jatuh tempo, namun pihak 

rahin masih juga belum membayar utangnya, maka barang yang 

digadikan menjadi hak milik bagi si-murtahin.  Maka syarat seperti 

ini menjadi haram dan tidak sah. 

b. Menurut pandangan Ulama Hanafiah  

Berpendapat bahwasannya akad ar-rahnu tidak boleh dikaitkan 

oleh syarat-syarat tertentu dan  tidak boleh dikaitkan oleh waktu 

mendatang. Dikarenaka akad ar-rahnu memiliki kesamaan dengan 

akad jual beli sebab ar-rahnu adalah bagaimana cara melunasi 

hutang? dan menerima pelunasan hutang. Maka dari itu, tidak boleh 
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dikaitkan kepada sesuatu syarat ataupun disandarkan oleh waktu yang 

akan datang. Apabila ar-rahnu dikaitkan kepada sesuatu tersebut 

maka ar-rahnu tidak sah, seperti halnya akad jual beli. 
39

 

Ketika melaksanakan akad ar-rahnu kosekuensi dan kewajiban 

kedua belah pihak adalah melaksanakan akad yang sudah disepakati. 

Namun apabila syarat yang diberikan mengandung keuntungan 

sepihak maka akadny ar-rahnu batal. Apabila akad ar-rahnu 

digabungan dengan syarat yang bentukn sifatnya faasid (rusak atau 

batal), maka akad tersebut sah namun untuk syaratnya batal atau tidak  

berlaku, dikarenakan akad ar-rahnu tidak termasuk kedalam akad 

mu’awadhah maliyah (yakni muamalah yang mengkaji aturan 

berdasarkan kebendaan). Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku 

dikarenakan tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan dan hanya 

menguntungkan salah satu pihak. 

c. Wahbah Az-Zuhaili  

Menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwasanya syarat 

ar-rahn tidak bisa dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syara‟ 

انششَطَانًفسذَنهعقذََْٕٔاٌَٚششَطَياَٚضشَانًشذٍَٓكششَطَالََٚثٛعَّتعذَ

 حهٕلَاخمَٔفاءَانذٍَٚالََتعذَشٓشَأَالََٚثعَتاَكششَيٍَشًٍَانًشمَ
 

Ketika syarat yang berlaku tidak sah sekaligus maka akad ar-

rahnu yang terjadi ikut  menjadi tidak sah.
40
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Sama halnya mensyaratkan suatu syarat yang dapat merugikan 

satu pihak, contohnya seperti mensyaratkan pihak murtahin tidak 

boleh menjual barang yang digadaikan walaupun sudah jatuh tempo. 

Sedangkan pihak ar-Rahin belum juga membayar utang yang ada 

kecuali setelah satu bulan misalnya. Syarat yang seperti ini, 

menjadikan tidak sah dan batal. Dikarenakan syarat seperti ini 

bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad, yang dapat 

merugikan pihak murtahin. Begitu juga jikalau akad ar-rahnu yang 

digadaikan menghasilkan manfaat atau sesuatu yang dapat bertambah 

dari barang gadaian itu seperti menggadaikan seekor sapi lalu 

seketika itu sapi tersebut melahirkan maka anak seekor sapi itu tidak 

termasuk barang gadaian dikarenak tidak masuk kedalam akad 

contoh seperti ini tidak di peruntukan kepada hewan saja melaikan 

kepada objek semua barang yang akan digadaikan. 

C. Riba Dalam Hukum Islam  

1. Pengertian Riba 

Makna kata riba secara bahasa adalah bertambah, tumbuh menjadi 

banyak, berkembang atau naik.
41

 Sedangkan pengertian riba yaitu 

pertambahan harta, atas penat lelah usaha orang lain, dengan cara yang 

tidak betul dan salah. Dengan demikan perbuatan riba merupakan bentuk 

ekspolitasi ekonomi.  
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Indikator riba menurut orang arab dahulu yaitu berupa tambahan 

uang dalam hutang ketika jatuh tempo atau tenggang waktu. Maka dapat 

dikategorikan riba utang, selanjutnya islam menjelaskan dalam Al-quran 

dengan mengunakan kata riba dengan hukum yang jelas yaitu 

diharamkan. Lalu As-Sunnah memperluas pemaknaan terkait riba 

Jashshash berkata, „riba menurut syara‟ memiliki banyak pengertian 

namun belum terdefinisikan. Beliau berkata bahwasanya menjual emas 

dengan emas, perak dengan perak merupakan bagian dari riba dan 

menurut istilah. Selain itu, menurut syariah riba lebih condong kepada 

riba jual beli. Berikut merupakan pendapat ulama fiqih dalam 

menjelaskan pengertian riba. 

a. Riba Menurut Mazhab Hanafi 

Pengertian riba menurut mazhab Hanafi yaitu pemberian 

barang tertentu tanpa adanya penukaran yang sepadan. Namun 

pengertian tersebut dikritisi oleh Ibnu Abidin yang berpendapat riba 

dapat terjadi meskipun tanpa syarat menurutnya riba adalah kelebihan 

pada barang barter yang dipertukarkan dengan ukuran syara‟ dari 

salah satu dari kedua pihak yang bertransaksi, tanpa adanya barter 

yang sepadan. Menurut mazhab Hanafi pertukaran barang yang sama 

dan tidak dapat ditakar ataupun ditimbang karena terlalu kecil maka 

tidak dapat dikategorikan sebagai riba. Jika ada tambahan, baik ada 

syarat ataupun tidak, tetap saja disebut riba. 

b. Riba Menurut Mazhab Syafi‟i 
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Riba adalah transaksi penukaran (yang sepadan) barang tertentu 

yang diukur dengan alat takaran dengan barang lain yang belum ada 

(barang yang belum jelas) ketika terjadi akad. Maksudnya pertukaran 

barang disisni adalah walaupun kadar barangnya diketahui secara 

pasti namun ada kemungkinan terjadinya riba jika penyerahan 

barangnya tertunda waktunya, riba ini termasuk jenis riba nasiah. 

c. Riba Menurut Mazhab Hanbali 

Menurut imam Hanbali Riba merupakan tambahan, tenggang 

waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh syara‟. 

Pengertian riba menurut mazhab Hanbali sering dipakai dan diterima 

dalam kalangan ulama fiqih.  

d. Riba Menurut Mazhab Maliki 

Pengertian riba menurut mazhab Maliki tidak dapat ditemukan 

akan tetapi menurut Ali bin Ahmad al-Adawi as-Shuaidi 

mengemukakan riba adalah kelebihan pada takaran ataupun 

timbangan, pada saat telat jatuh tempo. 
42

 

2. Dasar Hukum Riba 

Secara umum riba telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, 

maupun ijma. Berikut ini penjelasan,mengenai hukum riba ; 

a. Al-Qur‟an 

Riba didalam Al-Qur‟an dijelaskan secara rinci Menurut 

Quraish Shihab, penjelasan riba dijelaskan delapan kali terdapat 
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dalam empat surah, yaitu surah Al-Rum, Al-Baqarah, Ali Imran, dan 

Al-Nisa,.
43

 Ayat pertama yang menjelaskan masalah riba adalah 

firman allah : 

ٍَْ ْٛرىَُْيِّ اٰذَ يَآَٗ َٔ َِۚ
ُْذََاّللّٰ اَعِ ْٕ الَِانَُّاسَِفلََََٚشَْتُ َٕ َايَْ ْٗٓٙ اَ۟فِ َٕ شَْتُ تاًَنِّٛ َسِّ ٍْ ْٛرىَُْيِّ اٰذَ يَآَٗ صَكٰٕجٍَََٔ

ى ِكََْىَُُ
ٰۤ
َِفأَُنٰ جََّْاّللّٰ َٔ َ ٌَ ْٔ ذُ ْٚ َذشُِ ٌَ ْٕ ضْعِفُ ًُ (٢٣ََسُٕسَجَانشّٔو)انْ  

 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta 

manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. 

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang 

melipatgandakan (pahalanya)” (Qs.Al-Rum[30];39).  

 

Surah ini termasuk surah Makkiyah,selain menyatakan tentang 

akidah, ayat ini juga menjelaskan tentang aspek lainnya, yakni salah 

satunya tentang riba karena perbuatan ini mengandung unsur 

berbahaya. Menurut Ali Shabuni menjelaskan ayat tersebut yang pada 

dasarnya ayat tersebut belum menyatakan bahwa riba itu haram 

namun, dalam ayat tersebut mengindifikasikan kebencian allah 

terhadap perbuatan riba dan tidak mendatangkan pahala baginya. 

Ayat ini menjelaskan perbuatan riba tidak sama sekali mendatangkan 

kebaikan atau pahala, pendapat ulama menyatakan riba yang 

dimaksudkan disini adalah tambahan, pemberian,atau hadiah yang 

diberikan untuk seseorang melebihi jumlah utang pokok, karena arti 

riba berarti tambahan. Adanya tujuan diberikan riba sendiri adalah 

untuk mengambi keuntungan atau imbalan atas perbuatan yang 

dilakukanya. Riba yang seperti inilah yang diharamkan menurut para 
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ulama terkecuali diniatkan hadiah karna kebaikan yang dilakukannya 

maka hal ini diperbolehkan. 

تٰٕاَلَََََٚ َانشِّ ٌَ ْٕ َٚأَكُْهُ ٍَ ْٚ َرٰنكََِانََّزِ ًَسِّۗ َانْ ٍَ َيِ ٍُ ْٛطٰ َٚرَخََثَّطَُُّانشَّ ْ٘ وَُانَّزِ ْٕ اَٚقَُ ًَ َكَ َالََِّ ٌَ ْٕ يُ ْٕ قُ

َيََ ِٗ ءَ َجَاٰۤ ٍْ ًَ تٰٕاَۗفَ وََانشِّ حَشَّ َٔ ْٛعََ َُانْثَ
َاّللّٰ احََمَّ َٔ تٰٕاَۘ ْٛعَُيِثْمَُانشِّ اَانْثَ ًَ اَاََِّ ْٕٗٓ ىَُْقاَنُ عَِحٌََتآَََِّ ْٕ

َّٗ َٗفهََ ٰٓ َْرَ َفاَ ّٖ تِّ َسَّ ٍْ ى ِكََاصَْحٰةَُانَُّاسََِْۚىََُْيِّ
ٰۤ
َعَادََفأَُنٰ ٍْ يَ َٔ ََِۗ

َٓٗانََِٗاّللّٰ ِٗ ايَْشُ َٔ َ يَاَسَهفََۗ

ٌ ْٔ ْٛٓاََخٰهِذُ َ(٣٨۵َََانثقشجَ)سُٕسَجَفِ  

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena 

gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama 

dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah[2];275).  

 

Disebutkan dalam ayat diatas, merupakan sanksi terhadap 

pelaksana praktik riba. Dijelaskan bahwa pemakan riba berdiri dalam 

keadaan orang yang kemasukan setan dan hilangnya akal. Para 

penafsir menjelaskan maksud tersebut adalah ketika bangkitnya 

dialam kubur dan ayat selanjutnya . 

َ َُلَََٚحُِةُّ اّللّٰ َٔ ذَقٰدََِۗ ٚشُْتَِٗانصَّ َٔ تٰٕاَ َُانشِّ
حَقَُاّللّٰ ًْ ْٛىٍََٚ َكَفَّاسٍَاثَِ َانثقشجَ)سُٕسَجَكُمَّ

٣۶۷َ)  

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan 

bergelimang dosa.”(Qs. Al-Baqarah[2];276) 

Para mufasir menafsirkan kondisi tersebut sebagai "kondisi di 

dunia dan juga di akhirat kelak". Kondisi di dunia, pemakan riba akan 

menderita lantaran harta yang diperolehnya dengan cara riba menjadi 
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tidak berkah.
44

 Bentuk ketidakberkahan ini banyak ragamnya, bisa 

saja uangnya dicuri oleh maling, uangnya hilang, atau pelakunya 

tidak bisa merasakan ketenangan batin, bahkan mendapat musibah 

berat sehingga menghabiskan hartanya.Namun bentuknya tidak mesti 

seperti itu semua. Bisa jadi pemakan riba itu meninggal dunia dan 

harta peninggalannya musnah. Allah memusnahkan harta dari hasil 

praktik riba sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, hilang 

keberkahannya sehingga tidak bermanfaat. Allah tidak mencurahkan 

rahmat-Nya ke setiap orang yang tetap dalam kekafiran karena 

mempersamakan riba dengan jual beli dengan disertai penolakan 

terhadap ketetapan Allah, dan Allah tidak menyukai setiap orang 

yang bergelimang dosa karena praktik riba tidak hanya merugikan 

satu orang saja, tetapi dapat meruntuhkan perekonomian yang dapat 

merugikan seluruh warga masyarakat. 

b. Hadist 

Pembahasan riba dalam hadits yang membahas tentang riba ini 

tidak hanya menjelaskan satu aspek saja, melainkan beraneka ragam. 

Ada hadits yang menjelaskan tentang sanksi dan pengharaman riba. 

Ada pula hadits yang membahas tentang riba utang, atau yang kita 

dikenal dengan riba jahiliah sebagai penegas daii penjeiasan Al-

Qur'an. Ada juga hadits yang membahas tentang riba jual-beli yang 
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menurut sunnah disebut sebagai sumber hukum riba.
45

 Contoh hadits-

hadits yang menejalaskan sanksi atas pelaku riba adalah hadits yang 

diriwayatkan oleh Jabir Abdullah, dia berkata, 

َِ َسَسُٕلَُاللَّّ ٍَ قاَلَََ-صهَٗاللَّعهَّٛٔسهى-نعََ َٔ َ ِّ ْٚ ذَ ِْ شَا َٔ كَاذثََُِّ َٔ يُٕكِهََُّ َٔ تاََ آكِمََانشِّ

اءٌَ َٕ )سٔاَِيسهى(َْىَُْسَ  

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melaknat pemakan riba 

(rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi 

riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata 

beliau, “Semuanya sama dalam dosa.َ”(HR. Muslim, no. 51٣٨). 

Pemakan riba dan orang yang mewakili transaksi riba" adalah 

sama-sama mendukung terjadinya riba. Keduanya dilaknat oleh 

Rasulullah saw.. Beliau juga melaknat pencatat akad riba serta orang 

yang menjadi saksi dari transaksi tersebut. Kesalahan pencatat akad 

riba dan saksinya tidak lebih ringan daripada pelaku dan pendukung 

riba, melainkan dianggap sama saja. Jadi, riba merupakan kezaliman. 

Orang yang menzalimi dan yang terzalimi, saksi kezaliman dan 

pendukungnya hukumnya sama saja. Orang yang terzalimi ini 

dihukumi sama. Sebab dia juga memberikan kesempatan kepada 

orang zalim untuk melakukan kezaliman. Sedangkan pencatat akad 

dan saksi merupakan pihak yang membiarkan transaksi zalim ini 

terjadi, bahkan mungkin justru mendukungnya. Siapakuh yang 

berdosa lebih besar dari pada keempat pihak yang terlibat riba? 
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Semua pihak yang terlibat dalarn praktik riba, baik secara langsung 

atautidak, hukumnya sama saja. Jeleknya riba disebutkan oleh 

seorang tabi‟in yang bernama Ka‟ab Al-Ahbar, seorang mantan 

pendeta Yahudi yang paham akan kitab-kitab Yahudi, bahkan bisa 

mengetahui secara umum manakah yang shahih dan batil dari kitab 

tersebut (Lihat Siyar A‟lam An-Nubala‟, 3: 489-894). Ka‟ab 

rahimahullah menyatakan, 

َأكََهْرَُ َُأََِّٗ َآكُمََدِسْْىَََسِتاًَٚعَْهىََُاللَّّ ٌْ َأَ ٍْ َيِ َّٗ َئنَِ َْٛحًََأحََةُّ َصَ ٍَ ثلََثَِٛ َٔ َثلََثَاًَ َٗ َأصََِْ ٌْ ََُّلأَ

َأكََهْرَُُّسِتاًَ ٍَ )سٔاَِاحًذ(َحِٛ  

“Aku berzina sebanyak ٢٢َ kali lebih aku suka daripada 

memakan satu dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika 

aku memakan riba“ (HR. Ahmad, 1: ٣٣1. Syaikh Syu‟aib Al-Arnauth 

mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).
46

 

Demikianlah Al-Qur'an dan As-Sunnah saling menegaskan 

bahaya riba agar setiap mukmin berhati-hati, dan tidak terjerumus 

dalam praktik riba. Jika seseorang bisa mengambil hikmah dari 

pengharaman riba dan kemunduran serta kerusakan masyarakat 

akibat praktik riba maka dia akan semakin kagum terhadap syariat 

Islam yang menginginkan kemaslahatan umat manusia. Syariat ini 

melarang segala yang merusak tatanan kehidupan dan menganjurkan 

segala yang bisa memakmurkannya.
47
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c. Ijma  

Dalam permasalahan bunga menurut pendapat para ulama 

masih menjadi permaslahan pendapat antar ulama  diantaranya 

berpendapa diperbolehkan dan ada juga yang mengharamkannya 

adalah sebagai berikut : 

Pendapat ulama yang memperbolehkan bunga Pendapat ahli 

ulama muslim yang memperbolehkan diperkenannya bunga bank 

antara lain Muhammad Quraish Shihab, Muhammad Abduh, 

Syafruddin Prawiranegara, Muahammad Rashid Rida, Mahmud 

Shaltut, Abd. Al-wahab Al-Khallaf, Ibrahim Z Al-Badawi dan masih 

banyak yang lainnya.
48

 Kesimpulan Muktamar Tarjih 

Muhammadiyah Malang adalah sebagai berikut.
49

 

1) Bunga yang ditetapkan harus sangat rendah, dan digunakan 

untuk kemaslahatan bersama 

2) Diperbolehkan dalam kondisi darurat atau keeperluan yang 

mendesak, maka bunga diperbolehkan. Bersumber kaidah fiqh 

yang mengatakan : 

ًَحََُٕسََاخَِ ْٛحَُان َسََجََُذثُِ ْٔ شَُ  اَنضَّ
Darurat memperbolehkan yang dilarang, dan keperluan 

mendesak dapat menempati posisi dharurat.
50

 

 

3) Ketetapan bunga tidak haram sebab ditetapkan tarif bunga awal 

sebelum perjanjian. 
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4) Bunga tidak termasuk riba sebab bunga merupakan biaya 

jasa,administrasi, dan pengelolaan bagi lembaga. Akan 

diharamkan apabila kelebihan hutang yang berupa bunga 

mengandung unsur pemerasan ataupun penindasan.
51

 

Pendapat ulama yang melarang bunga dikalangan ulama ahli 

fiqih, berpendapat bahwasanya bunga bank sama dengan riba 

sebab adanya tambahan dalam pembayaran hutang. Pemahaman 

riba ini terdapat didalam al-Quran maupun as-Sunah, seperti 

dijelaskan dalam Qs Al-Baqarah [2]; 278.  

اَيََ ْٔ رَسُ َٔ ََ
َاٰيَُُٕاَاذَّقُٕاَاّللّٰ ٍَ ْٚ ٓٗاَُّٚٓاََانَّزِ ٍََٰٚ ْٛ إْيُِِ ُْرىَُْيُّ َكُ ٌْ اَاِ ٕٗٓ تٰ َانشِّ ٍَ َيِ َٙ َ)سُٕسَجَاَتقَِ

(٣۶٨َََانثقشج                   

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang 

beriman. Qs Al-Baqarah [2]; 278 

 

Pendapat ini dikemukakan oleh ahli fiqih kontemporer yaitu ; 

1) Yusuf al-Qaradhawi  

Hukum riba tidak membutuhkan penjelasan maupun ilat 

sebab telah jelas dan banyak tertera baik di Al-Quran maupun 

hadis dari penjelas tersebut tidak mungkin allah mengharakan 

kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Semua 

bentuk tambahan dari suatu modal yang disyaratkan walau 

diakad awal sudah ditentukan, semata-mata karna ada unsur 

tenggang waktu maka diterapkanya sebuah bunga maka hal ini 

termasuk kedalam riba.  
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2) Adiwarman A. Karim  

Sama halnya dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli, 

Adiwarman A. Karim berpendapat bahwasanya bunga bank 

masuk dalam kategori riba nasi‟ah, sebab adanya perbedaan 

nominal pada saat pembayaran tepat waktu dengan tidak tepat 

waktu.
52

 

3) Abdu Mannan  

Mengatakan bahwasanya perbedaan riba dengan bunga itu 

sama saja, baik riba ataupun bunga merupakan bentuk 

tambahan atas modal pinjaman dan tidak akan merubah 

sifatnya, yaitu berupa tambahan modal.
53

 

4) Wahbah Az-Zuhaili  

Mengkategorikan bunga bank sebagai riba nasi‟ah, karena 

nilai tambah yang diberikan diberikan disaat penundaan waktu 

pembayaraan, terkecuali dengan niat memberikan hadiah 

sebagai rasa terima kasih. 

3. Macam-Macam Riba 

Mayoritas ulama fiqih mengkategorikan riba menjadi dua macam, 

yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Adapun pengertian riba nasiah adalah 

kelebihan yang diperoleh dari kegiatan tranksaksi jual beli dengan jangka 

waku tertentu contohnya seseorang menggadaikan emas kepeda seseorang 
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ketika berhutang lalu ketika jatuh tempo pembayaran hutang si-

pengagadai menebus barang yang ia gadaikan namun pihak yang 

menerima gadai meminta kelebihan pada hutangnya dikarenakan nilai 

barang yang ia gadaikan nilai bertambah. Sedangkan riba fadhl adalah 

kelebihan atau penambahan pada harta atau benda yang diperjual-belikan 

atau ditukarkan contoh dari riba ini adalah menukar uang 100.000 dengan 

pecahan 10.000 dengan jumlah 11 lembar sehingga ada kelebihan 10.000 

dari tranksaksi tersebut. Maka dengan demikan pendapat ulama tersebut 

menjelaskan riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu riba nasiah dan riba 

fadhl dan riba yad.  

Definisi riba dari pendapat tokoh diatas tidak mewakili semua 

pendapat dari tokoh ulama ahli fiqih (empat mazhab) dikarenakan ada 

yang yang berpendapat kelebihan pada hutang itu termasuk kedalam riba. 

Dikarenakan riba sendiri adalah kelebihan dalam sesuatu tranksaksi, riba 

hutang sendiri harusnya bagian yang terpenting dari jenis-jenis riba. 

Apalagi penjelasan riba pertama kali dijelaskan pada riba jahiliyah yang 

diharamkan oleh syara‟ dan ditegaskan dalam hadis. Riba dalam konteks 

inilah yang tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama. Namun para 

ulama masih berbeda pendapatdalam mengkategorikan riba dalam 

konteks jual beli. 

Maka dengan demikian klasifikasi riba menurut ahli fiqih ini dapat 

dikategorikan sebagai berikut : 

a. Riba Jahiliah 
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Riba jahiliah terjadi pada riba utang dan riba pinjaman. Riba 

hutang merupakan penambahan yang diberikan kepada pengutang 

pada saat terjadi tranksaksi, baik itu pinjam meninjam, jual-beli, sewa 

menyewa, atau sejenisnya yang akadnya sudah dijelaskan dan jatuh 

tempo pelunasanya. Sebaliknya riba pinjaman merupakan 

penambahan harta pinjaman yang akadnya belum ditentukan.  Praktik 

ini biasa disebut dengan riba jahiliyah yang hukumnya sudah 

dijelaskan didalam al-quran maupun hadis dengan hukum yang 

diharamkan. Praktiknya riba hutang ketika seseorang meminjam uang 

(berhutang) dan sudah menentukan kapan jatuh tempo pelunasan 

hutang. Kemudian pada saat waktu pelunasan tersebut yang harusnya 

dibayarkan tetapi pengutang belum menyanggupinya maka pemberi 

pinjaman memberikan kompensasi biaya tambahan yang akan 

digabungkan dengan jumlah hutang tersebut. 

Pendapat para ulama berbeda-beda dalam mengkategorikan riba 

ini  ada yang berpendapat praktik ini bukan termasuk kedalam riba 

namun ada juga yang berpendapat praktik ini masuk dalam kategori 

jenis riba ini. Namun mereka sepakat atas hukumnya yaitu 

diharamkan dikarenakan praktik tersebut merugikan salah satu pihak 

seperti menjual utang atas keterlambatanya. Alasan mengapa riba 

utang atau riba jahiliyah dianggap salah satu jenis riba dikarenakan 

praktik ini terjadi ketika jaman jahiliyah dan kemudian diharamkan 

oleh nash. Muhammad bin Jarir dari Abu Ja'far ath-Thabari 
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meriwayatkan sebuah hadits tentang riba yang diharamkan oleh Allah 

swt. dari Muhammad bin Jabir, dari Abu al-Haijai, berkata, "Pada 

masa jahiliah ada seseorang yang memiliki utang kepada orang iain. 

Selanjutnya, pihak pemberi utang berkata kepadanya' Jumlah 

tanggungan utangmu adalah segini dan segini dan engkau boleh 

menunda pembayaran utang maka Pengutang pun menundanya." 

Diriwayatkan oleh ath-Thabari juga dari Qatadah bin Da‟amah as-

Sudaisi, "Riba jahiliah terjadi apabila ada seseorang yang melakukan 

transaksi jual-beli suatu barang kemudian dia memberikan tenggang 

waktu pembayaran kepada pihak pembeli. Namun jika telah jatuh 

tempo dan si pemilik beium biia melunasi pembayarannya maka si 

penjual pembeli memberikan tambahan tenggang waktu lagi tetapi 

bunganya juga bertambah.
54

 

b. Riba Qardh 

Riba Qardh yakni penetapan berupa tambahan nilai manfaat 

atas apa akibat yang dilakukannya terhadap pengembalian pokok 

utang dengan beberapa akad diawal. Maksudnya, penetapan 

tambahan itu telah ditentukan sejak awal transaksi. Untuk cara ini 

persis dengan penetapan suku bunga seperti dipraktikkan bank 

konvensional terhadap kreditor ketika menarik kredit.
55

 

                                                 
54

 Achmad Moelyono Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Sri Lestari, “Hukum Zakat Bagi Yang 

Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung,” 

Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 2022, http://ejournal.radenintan.ac.id. 
55

 Adi Pratama and Lilih Muflihah, “Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif 

Hukum Ekonomi Syari ‟ Ah,” Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 14 (2022), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.p%0AP-ISSN. 



 

 

 

52 

c. Riba Fadhl  

Riba fadhl adalah kelebihan atau penambahan pada harta atau 

benda yang diperjual-belikan atau ditukarkan contoh dari riba  ini 

adalah menukar uang 100.000 dengan pecahan 10.000 dengan jumlah 

11 lembar sehingga ada kelebihan 10.000 dari tranksaksi tersebut. 

d. Riba Nasi‟ah 

Pengertian riba nasiah adalah kelebihan yang diperoleh dari 

kegiatan tranksaksi jual beli dengan jangka waku tertentu contohnya 

seseorang menggadaikan emas kepeda seseorang ketika berhutang 

lalu ketika jatuh tempo pembayaran hutang si-pengagadai menebus 

barang yang ia gadaikan namun pihak yang menerima gadai meminta 

kelebihan pada hutangnya dikarenakan nilai barang yang ia gadaikan 

nilai bertambah.
56
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